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RINGKASAN

Penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat mengetahui kontribusi dan
efektivitas pada Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Batu pada Tahun 2014-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.
Menggunakan reduksi data lalu menarik kesimpulan akhir. Untuk menganalisis
efektivitas Pajak Reklame vyaitu dengan cara realisasi penerimaan Pajak
Reklame/Target Pajak Reklame dan dikalikan 100%. Sedangkan untuk
mengetahui berapa besar kontribusi dari Pajak Reklame terhadap PAD vyaitu
dengan cara realisasi penerimaan Pajak Reklame/Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dikalikan 100%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak
Reklame terhadap pemasukan daerah Kota Batu dari tahun 2014 sampai dengan
tahun 2018 adalah 112,18%, 104,59%, 110,59%, 102,87%, 136,02% dengan rata-
rata efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2014-2018 adalah 113,25%.
Tingkat efektivitas menunjukkan hasil yang berfluktuatif tetapi masih tergolong
sangat efektif karena tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame melebihi
100%. Sedangkan untuk kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Batu selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebesar
0,62%, 0,45%, 1,46%, 0,94%, 0,94%, dengan hasil kontribusi seperti ini, peneliti
menyimpulkan bahwa pendapatan dari pajak reklame memberikan kontribusi
yang sangat minim terhadap PAD di Kota Batu selama periode tahun 2014-2018,
dengan ini Pemerintah Kota Batu belum maksimal meningkatkan penerimaan
pajak reklame dan belum mampu menggali potensi dari pajak reklame di Kota
Batu.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli

Daerah.



BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dimasa sekarang ini, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dalam Undang-Undang, pemerintah daerah yang mengatur dan
mengurus sendiri semua operasional yang bersangkutan dengan masyarakat
menurut otonomi daerah dan untuk meningkatkan daya saing daerah, pemerintah
harus memperhatikan pelayanan yang baik, serta kesejahteraan masyarakat
melalui pemberdayaan yang optimal.

Pajak adalah iuran yang bersifat wajib dari rakyat untuk membayar kepada
pemerintah. Dari pajak yang dibayar akan digunakan untuk semua beban yang
berkaitan dengan operasional pemerintah. Pemungutan pajak ada dua jenis yakni
pajak daerah dan pajak pusat yang sudah dipisahkan sejak tahun 1999. Peraturan
dibuat oleh pemerintah untuk kegiatan pemungutan pajak atau penagihan pajak
pada rakyat yang berkaitan dengan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa
lingkup masyarakat pada daerah masing masing diperbolehkan mengurus
masyarakatnya sendiri dengan bertanggung jawab. Tugas pemerintah pusat hanya
melakukan pemantauan secara berkala lalu mengevaluasi semua kegiatan yang
terealisasi pelaksanaan otonomi daerah.

Wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri. Bertanggung
jawab dalam perencanaan ataupun pengelolaan sumber-sumber pemasukan kas
daerah. Menganalisis keuangan daerah, kenyataannya pada tiga bidang untuk

menganalisis. Terdapat tiga bidang meliputi (Mardiasmo, 2000);



a. Analisis pendapatan, yakni analisis sejauh mana kemampuan pemerintah
daerah dalam mengembangkan atau mencari sumber-sumber pemasukan
yang sangat menonjol dan berbagai beban-beban yang digunakan untuk
mendukung pemasukan daerah.

b. Analisis beban-beban, merupakan analisis besarnya beban dari berbagai
pelayanan publik dan ditinjau dari faktor-faktor yang mengakibatkan
beban membesar. dan

c. Analisis anggaran, adalah analisis tentang relasi antara pemasukan dan
biaya-biaya yang cenderung digunakan dimasa yang akan datang.

Kemajuan daerah berupa perekonomian sangat dibutuhkan untuk
pendapatan kas daerah. Sebagian besar pendapatan yakni dari pajak reklame.
Pajak reklame meningkat tergantung dari cara atau aturan pemungutan maka bisa
mendapatkan pemasukan dari pajak reklame efektif. Pajak reklame merupakan
sumber penyumbang pajak terbesar untuk pemasukan kas daerah saat ini. untuk
membayar pajak harus melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah setempat. Oleh karena itu wajib pajak mentaati pembayaran agar
pendapatan daerah selalu stabil setiap tahun.

Dimasa sekarang ini kehidupan untuk perekonomian di indonesia sangat
berkembang dengan pesat, yang menjadi perhatian pasar sekarang menjadi lebih
maju ke arah persaingan yang sehat, karena semakin banyak perusahaan yang
membuat berbagai produk maupun barang dan jasa untuk menarik permintaan
konsumen. Oleh karena itu sangat diperlukan promosi yang sangat memerlukan
biaya untuk bisa melancarkan atau menyediakan sarana dalam penyampaian

informasi atau himbauan maupun ajakan yang akan disampaikan. Akan tetapi



semua tidak luput dari pembayaran pajak karena sudah ditetapkan dalam
peraturan. Oleh sebab itu, pihak pemerintah harus cepat dalam peningkatan
pemasukan daerah dari sektor pajak reklame. Reklame merupakan penyedia
informasi yang digunakan untuk mempromosi produk yang memiliki berbagai
macam merek dan bentuk untuk menarik konsumen.

Arti pajak reklame secara luas merupakan penagihan pajak dari yang
memasang iklan, yang akan dibayar oleh semua wajib pajak, yang akan dikenakan
pada wajib pajak maupun yang menggunakan iklan untuk usahanya. Yang
menggunakan reklame yakni suatu kegiatan untuk mempromosi produk melalui
iklan dan mendapatkan peraturan berupa hukum yang menggunakan reklame
secara personal.

Semakin berkembangnya suatu daerah terlihat bagaimana banyaknya
perusahaan-perusahaan ataupun usaha kecil yang memenuhi setiap sudut daerah.
Seiring dengan hal itu industri reklame juga semakin pesat karena kebutuhan
perusahaan dan usaha kecil ini untuk mempromosikan usaha mereka. Dewasa ini
penggunaan iklan untuk mempromosikan tidak hanya dilakukan oleh pengusaha,
tetapi para politisi dan pelaksanaan even-even juga menggunakan industri
reklame.

Saat ini kota Batu merupakan salah satu Kota Madya dan memiliki sektor
pariwisata yang masih terus berkembang di Provinsi Jawa Timur, dengan
demikian kebutuhan akan industri reklame akan sangat tinggi. Oleh sebab itu
diharapkan penerimaan pajak reklame dapat maksimal seiring besarnya
permintaan akan reklame. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat

dimaksimalkan dalam pemberdayaan daerah.



Berdasarkan penjelasan di atas peneliti ingin mengkaji penelitian mengenai
pajak reklame adalah pajak yang bisa diharapkan memberikan kontribusi yang
yang sangat besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga bisa
memajukan pembangunan daerah kedepannya. Untuk itu penulis merasa penting
untuk mengkaji lebih dalam dengan judul “Analisis Efektivitas Peningkatan
pemasukan Pajak Iklan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah

(Studi Kasus Pada Kec. Batu, Kota Batu)”.

1.2. Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.
b. Berapa Besar kontribusi pajak reklame pada peningkatan Pendapatan
Asli Daerah di Kota Batu.

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuannya yakni:

a. Efektivitas pemungutan Pajak Reklame terhadap peningkatan PAD di
Kota Batu

b. Kontribusi pemungutan Pajak Reklame terhadap peningkatan PAD di
Kota Batu

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :

1. Bagi Penulis



Menambah wawasan berupa ilmu pengetahuan tentang pajak Daerah
Kota Batu, khususnya Pajak Reklame.

2. Bagi Masyarakat
Untuk masyarakat sebagai pedoman untuk wajib pajak agar bisa
menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Pemerintah
Peneliti mengharapkan agar pemerintah daerah bisa menerapkan
peraturan dalam rangkah meningkatkan realisasi pendapatan Pajak

Reklame di Kota Batu.
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